BAB IV

ANALISISPELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DI PT. INTECH
ANUGRAH INDONESIA

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Di PT. Intech

Anugrah Indonesia

Mencermati persoalan yang terjadi di PT. Intech gkah indonesia.
Menurut pendapat para pekerja seringnya pekemg tidoekerjakan tanpa
batasan waktu merupakan penentuan waktu kerjaaseeaihak yang di
lakukan pihak perusahaan, hal ini tidak sesuai @engi perjanjian kerja
yang telah disepakatiVaktu kerja yang ditetapkan oleh perusahaan yakni
8 (Delapan) jam kerja untuk 5 (lima ) hari danetpat ) jam kerja untuk
1 ('satu ) hari dalam 1 (satu minggu ). Jam masiakah jam ( 08.00 ) dan
jam pulang adalah jam ( 17.00 ) untuk hari sahtu palang jam (12.00).
Waktu istirahat pada hari Senin hingga hari Kanitistalpkan selama 60 (
enam puluh ) Menit, yaitu pada pukul ( 12.00 ) dgia pukul (13.00 ).
Waktu istirahat pada hari Jum’at ditetapkan sel@hg sembilan puluh )
menit, yaitu pada pukul ( 11.30 ) hingga pukul (D3. akan tetapi jika
sepinya permintaan pekerja tidak dipekerjakan taaganya kejelasan
waktu. Hal ini terjadi sejak 2 (dua) tahun terakhiiau sejak beralihnya
produk yang dirakit di perusahaan tersebut yandrasagpabrik perakitan
TV tabung sekarang berubah menjadi pabrik peraklt@D, sering
gantinya pekerja bagian penjualan dan pelayanam,tidak tersedianya
bahan baku untuk produksi dan saat sepinya peramntdenurut pekerja
hal ini terjadi karena kesalahan perusahaan kaketmnyakan dari
mereka sudah melakukan kewajiban sebagai peketai yoersedia
menyelesaikan pekerjaan akan tetapi pihak pekielg& mempekerjakan.
Sebagian mereka beranggapan bahwa dalam peratarasapaan jika
pekerja ijin tidak bekerja karena tugas dari pdraaa maka upah tetap di

bayar penuh.
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Sedangkan menurut ibu Eni Purwaningsih, S.Psi keettRD di PT.
Intech Anugrah Indonesia, terjadinya penentuan wélerja sepihak di
PT. Intech Anugrah Indonesia juga dikarenakan ketidpinya permintaan
atau penjualan, namun hal ini belum di atur dalarafuran perusahaan
yang berlaku, saat ini sedang di upayakan againhél atur di peraturan
perusahaan berikutnya.

Dengan adanya penentuan waktu kerja sepihak kekamytari pekerja
yang sering tidak dipekerjakan karena sepinya peaan yakni pekerja di
bagian cek panel, kwality kontrol, dan pembongka&D, sedangkan
dengan adanya penentuan waktu kerja sepihak pelserimg tidak
dipekerjakan karena banyaknya permintaan sehinggsegiaan barang
untuk produksi tidak tersedia yakni pekerja bagehnisi dan peleburan
plastik.

Dari data di atas ternyata terdapat perbedaan pahdmtara pihak
perusahaan yang diwakili ibu Eni Purwaningsih HRIDghn para pekerja.
dimana pihak perusahaan menyatakan bahwa adanymtpan waktu
kerja terjadi saat sepinya permintaa atau penjusdga dan hal ini belum
di atur di peraturan perusahaan yang berlaku. $fdanmenurut para
pekerja hal ini terjadi tidak hanya karena sepimp@mintaan atau
penjualan saja tetapi karena saat banyaknya peramrgehingga bahan
baku untuk produksi tidak tersedia, sering gantirpekerja bagian
penjualan dan pelayanan dan hal ini sudah di aaland peraturan
perusahaan mengenai ijin meninggalkan pekerjaagatempah penuh
salah satunya jika karyawan menjalani tugas dandigidan yang
ditugaskan oleh perusahaan.

B. Analisis Terhadap Implementas Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Pasal 77 Tentang Waktu Kerja Terhadap Pelaksanaan
Perjanjian Kerja Di PT. Intech Anugrah Indonesia

Pada pasal 77 yang tertera dalam Undang-undang&gskerjaan No.
13 tahun 2003 telah menyebutkan :

1. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentukto werja
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2.Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayatnfdliputi :

a. 7 ( tujuh ) jam 1 (satu ) hari dan 40 ( empdtlpy jam 1 ( satu

minggu untuk 6 ( enam ) hari kerja dalam 1 (saturjggu; atau

b. 8 ( delapan ) jam 1 ( satu ) hari dan 40 ( erppaih ) jam 1 (satu )

minggu untuk 5 ( lima ) hari kerja dalam 1 ( sptminggu.

3. Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalgah ( 2 ) tidak

berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

4. Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usdéha pekerjaan
tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 3 QrdéEingan keputusan
menteri.

Telah disebutkan beberapa peraturan yang membatitasd perjanjian
kerja dan penetuan waktu kerja pekerja. tetapi aeraglanya ketentuan-
ketentuan tersebut hendaknya dalam menentukanuwedga di PT.
Intech Anugrah Indonesia sesuai dengan perjakjgaya atau peraturan
perusahaan yang tetap mengarah pada peraturan gdaddang yang
berlaku.

Dalam isi perjanjian PT. Intech anugrah Indonesiam menentukan
waktu kerja jika dikaitkan pasal 77 ayat 2 maka twaéerja di PT. Intech
Anugrah Indonesi dalam satu minggu kelebihan 4 faedangkan dengan
adanya penentuan waktu kerja saat sepinya permirt@@a adanya
batasan waktu atau kejelasan waktu tidak sesugatepasal 77 ayat 1.

jika dilihat dari keterangan para pekerja, seb®rmmereka bersedia
melakukan kewajiban sesuai dengan peraturan pexrasatan perjanjian
kerja yang berlaku. Dampak yang dialami pekerja gdaen adanya
penentuan waktu kerja sepihak dari perusahaanjpekerasa hak-hak
pekerja tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan ataakperusahaan tidak
melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjiga kKan peraturan
perusahaan yang disepakati, salah satunya pekdgk mendapatkan
pekerjaan yang dijanjikan, sehingga berpengaruh padaran upah.

Dalam ilmu perikatan ketika salah satu pihak tiga&laksanakaan

kewajibannya sering disebut dengan wanprestasirdinsalah satu pihak
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tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjang disepakati.

Padahal pihak pekerja bersedia menyelesaikan jpakelyang telah

dijanjikan. Dengan adanya penentuan waktu kerjahakppihak buruh

berada dalam posisi “dipaksa”, dimana paksaankets#atangnya bukan
hanya dari pengusaha akan tetapi datangnya jugabdberapa faktor
yang berada diluar para pihak, yaitu :

1. Faktor kondisi ketenagakerjaan, dimana permintakan dapangan
pekerjaan sangat tinggi, sedangkan penawaran lapapgkerjaan
rendah.

2. Faktor ekonomi, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar kelgdupan
dasar bagi kehidupan buruh dan keluarganya.

3. Persaingan yang ketat untuk memperoleh peketjaan.

Dalam kehidupan bermasyarakat pekerjaan merupakgiarb yang
dapat memberikan kehidupan yang layak bagi manusa. itu pula
mungkin yang menjadikan, bahwa pekerjaan adalathssdtu hak yang
diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak Addanusia tahun 1948.
Pada pasal 23 dari deklarasi tersebut, ditentukbwé :

“ Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dergsbras
memilih pekerjaan, berhak ats syarat-syarat pehHaurwang adil serta
baik dan atas perlindungan terhadap pengangguediapSorang dengan
tidak ada perbedaan, berhak atas pengupahan yaragwsauk pekerjaan
yang sama, Setiap orang yang memerlukan pekerjaahalo atas
pengupahan yang adil dan baik yang menjamin penpghithya bersama
dengan keluarganya, sepadan dengan martabat madasigka perlu di
tambah dengan bantuan-bantuan sosial lainnya.”

Sedangkan di Indonesia hak atas pekerjaan tercadémm Undang-
Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 27 ayat ( 2hyva : “Tiap-tiap
warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidegran layak bagi

kemanusiaan.”

*Agnes widanti S (eds)loc cit, him. 131
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Sudah lama pemerintah Indonesia mencanangkan dan
mensosialisasikan hubungan kerja yang lebih mawusiatara buruh dan
pengusaha ( menurut pemerintah ) yaitu dengan koridgbungan
Industrial Pancasila ( HIP ) yang akhirnya di tueang dalam pasal 1
(point 16 ) UU Nomor 13, yang menyatakan bahwa tmgan industrial
adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk gmedaiu dalam proses
produksi barang dan/jasa yang terdiri dari unswEngpisaha,
pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pdaianilai pancasila
dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia TabB462

Menepati atau/nakoming berarti memenuhi isi peiganj Atau
dalam arti yang lebih luas lagi “melunasi’ pelaksam isi perjanjian.
Memang inilah tujuan dari setiap perjanjian yaitemenuhi dengan
sempurna segala isi, tujuan dari ketentuan seserajath kehendakyang
telah disetujui oleh para pihak. Untuk mengetalalidpa yang yang wajib
dilaksanakan dapat dilihat dari beberapa sumber :

- Dari sumber Undang-undang sendiri

Pada umumnya Undang-Undang hukuk perjanjian telangatur

beberapa ketentuan tentang kewajiban-kewajiban yangsti

dilaksanakan dengan sempurna.
- Sumber yang tidak kurang pentingnya ialah “@kieat perjanjian” yang

diperbuat berdasar persetujuan dan kehendaak ipata p
- Kewajiban kedua belah pihak dapat juga dilih@&norut tujuan dari

perjanjian dan sifat perjanjian.

Untuk menentukan apakah kedua belah pihak telalaksehakan
kewajibannya memenuhi isi perjanjian, ukurannya asiédkan pada
“kepatutan” atau telah melaksanakan kewajibannyanumg yang
“sepatutnya” serasi dan layak menurut semestinyauase dengan

ketentuan-ketentuan yang telah mereka setujui imersa
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2 Agnes Widanti S ( eds ipid, him. 127-128
® M Yahya HarahapSegi-Segi Hukum PerjanjiaBandung : PT. Alumni, 1986, him.
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C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja di PT.
Intech Anugrah Indonesia

Dalam alqur’an dan sunnah kurang banyak bahan-bgdragn mengatur
soal ketenagakerjaan, dibandingkan dengan yang anghkyt segi lain
dari kegiatan ekonomi. Memang dalam hukum syarida &eberapa
ketentuan mengenai perlakuan terhadap karyawanumaketentuan-
ketentuan itupun dapat ditafsirkan secara berlailNabi Muhammad
hidup dilingkungan masyarakat pra industri dan mim@ industri-
industri sekala besar didunia islam merupakan sgejala yang relatif
baru. Meski demikian, masalah ketenagakerjaan ddigattkan dengan
segi lain dari kegiatan ekonorhi.

Mengenai persoalan yang terjadi di PT. Intech amlugindonesia
tentang dapat dikaitkan dengan perjanjian atangelisebut dengan akad.
secara linguistik akad memiliki makna “ar-rabthu”ang berarti
menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara rdg@eujung
sesuatu. Dalam arti yang luas, akad dapat diartiedragai ikatan antra
beberapa pihak. Makna linguistik ini lebih dekanhgen makna istilah
figih yang bersifat umum, yakni keinginan seseoramguk melakukan
sesuatu, baik keinginan tersebut bersifat pribaalu@un terkait dengan
keinginan pihak lain untuk mewujudkannysikad sebagaimana telah
disampaikan diatas merupakan pertalian dua kehei@haghat ( ijab dan
gabul ) akad merupakan ungkapan yang mencerminkaenklak ( al
iradhah ) masing-masing. Dengan demikian kehendglatddibedakan
menjadi dua iradah al batinah dan iradah at dhlahikehendak al batinah
adalah niat atau al gosdu. Sedang kehendak alrdhahdlalah ungkapan
lahir atau formulanya (sighat) yang menggambarkahekdak batin
seseorang. Jadfi ijab gabul sesungguhnya merupi@karat akad yang

mencerminkan kehendak batin masin-masing pihakp@daubtansi dari

4 Rodney WilsonBisnis Menurut Islam, cet .PT: Intermasa, 1998 him. 104
® Dimyauddin djuwainiPengantar figh Mu’amalahYogyakarta : PT. Pustaka Pelajar,
2008, him. 47-48
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iradah (kehendak berakad) adalah ar ridha (refald. beberapa hal yang
merusak iradhah ( hal-hal yang menyertai pelaksa@&ad yang dapat
menimbulkan rusaknya kehendak atau menghilangkasidean. Wahbah
zuhaily dan al syanhuri mencatat empat hal yangtdaencederai iradhah
. al ikrah ( paksaan ), al ghalat (kesalahan )tadlis atau al gharar
(curang), al ghabn (penipugh).
Secara umum yang menjadi syarat syahnya suatwnpanadalah :
1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adany
Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh pérak itu
bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hutaumparbuatan
yang melawan hukum syariah,sebab perjanjian yanteriangan
dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sam d@engan
sendirinya tidak ad kewajiban bagi masing-masingukirmenepati
atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau depgsgmataan lain
apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yawe¢awan hukum,
maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal dakum.
2. Harus sama ridha dan ada pilihan
Maksudnya perjanajian yang diadakan oleh para pheakislah
didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihdtk, yesing-
masing pihak ridha atau rela akan isi perjanjiaseteut, atau dengan
perkataan lain harus merupakan kehendak masinmonpitiak
3. Harus jelas dan Gamblang
Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihakihaerang
tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehinglgk tmengakibatkan
terjadinya kesaalah pahaman diantara para pihalngrapa yang
telah mereka perjanjikan dikemudian hari. Dengamiki@an pada saat
pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masiak yang
mengadakan perjanjian atau mengikatkan diri dalaefjapjian

haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentpagyang telah

® Ghufron A Masadiloc. Cit, him. 95-98
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mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akjbag ditimbulkan

oleh perjanjian itd.

Penghormatan terhadap perjanjian menurut islam rhoka wajib,
melihat pengaruhnya yang positif dan peranya yargat besar dalam
memelihara perdamaian dan meelihat urgensinya dataemgatasi
kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan meataiot kerukunan.

Di dalam ungkapan orang arab :

“dan jika berjanji, maka tidak mengingkari janjadiermasuk orang yang
sempurna harga dirinya dan menonjol keadilannyarta sevajib
menjadikannya sebagai saudara”. Sesungguhnya metayadubungan
dengan manusia dengan baik, menepati janji, bgrsbenar terhadap
mereka, adalah pertanda sempurnanya kepribadianhaaa diri serta
suatu lambang keadilan. Orang yang seperti itubamdijiadikan saudara
dan sahabat.

Allah memerintahkan agar memenuhi janji. Baik ierhadap Allah

ataupun sesama manusia, firman Allah :

25l i) gia ) 0 L2 b
“ hai orang-orang beriman, penuhilah akad perjanjia®®

Dalam masalah ketenagakerjaan diatur dalam hal sewmyewa (ijarah).
Al ijarah berasal dari kata al ajru yang arti menudrahasanya al‘iwadh
(ganti dan upah), dari sebab itu atas tsawab (papkaiamai ajru (upah).
pengertian ijarah ialah upah dan sewa, jasa atéalén, yaitu transaksi
yang memperjualbelikan manfaat suatu harta bendagYalah satunya
berbentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukamusia untuk
memenuhi kebutuhan hidup. Perjanjian kerja dalamari'sy Islam
digolongkan kepada perjanjian ijarah a’'yan” , yatwa menyewa tenaga
manusia untuk melakukan pekerjaan. ljarah yang raesaksikan suatu
pekerjaan atas seorang pekerja atau buruh, harasenudi beberapa

persyaratan sebagai berikut : Pertama, perbuatsebig harus jelas batas

" Chairuman Pasaribu, loc.cit. him. 2-4
8 Sayyid sabigfiih Sunnah,jilid 11, Bandung : Al Ma’arif, 1993 him. 173
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waktu pekerjaannya. Dalam hal ijarah pekerjaanertligan adanya job
description ( uraian pekerjaan ). Tidak dibenarkaengupah seseorang
dalam periode waktu tertentu dengan ketidakjelge@rjaan. Sebab ini
cenderung menimbulkan tindakan kesewenang-wenanggang
memberatkan pihak pekerja. Kedua, pekerjaan yangatieobyek ijarah
tidak berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajipdrak musta’jir
(pekerja) sebelum berlangsung akad ijarah.

Dari uraian diatas persoalan tentang penentuanuwk&tja yang
terjadi di PT. Intech Anugrah Indonesia jika diinjdari hukum islam
dalam pelaksanaan perjanjian kergglah satu syarat sahnya suatu
perjanjian tidak dipenuhi yakni harus jelas dan llamg. Pada saat
melakukan perjanjian kerja pihak perusahaan tidakjetaskan kepada
calon pekerja tentang keadaan perusahaan yangqigsedangalami
masalah. Sehingga perusahaan melakukan penentudn kexja secara
sepihak yang berdampak pada tidak diperolehnya rpeke yang
dijanjikan dan berpengaruh pada besaran upah y#@egnth pekerja.
Dengan adanya penentuan waktu kerja sepihak dili@ch Anugrah
Indonesia terdapat hal yang merusak kehendak lebngdeni adanya al
ghalat (kesalahan).



